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Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lebih dari. itu, Undang-undang
Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) lebih banyak mengatur
Kedudukan dan kekuasaan presiden dibandingkan dengan ]embaga-lembag’fl
negara lainnya, sehingga ada kesan UUD 1945 menganut “executive heavy”.
Ini berarti secara hukum, jabatan Presiden Indonesia sangat dominan dalam
kehidupan bernegara, berbangsa, maupun bermasyarakat. o

Akhir-akhir ini, masalah kepresidenan di Indonesia sedang men]adf
pusat perhatian baik di dalam maupun di luar negeri, terutama mengenal
pertanggung jawabannya. Hal ini karena, presiden kedua (Soeharto) pada
tanggal 21 Mei 1998 menyatakan mundur sepihak di hadapan beberapa
tokoh masyarakat di Istana Negara. MPR tidak mengambil sikap apapun
terhadap pengunduran diri mandatarisnya, meskipun mendapat reaksi dari
berbagai kalangan termasuk  mahasiswa, agar presiden dimintai
pertanggungjawaban oleh MPR.

Masalah pertanggungjawaban mantan Presiden Socharto oleh MPR
memang sangat kontroversi, artinya ada versi yang mengatakan pertanggung
jawaban tersebut harus dilakukan, sedangkan versi lain mengatakan
Socharto tidak perlu dimintal pertanggungjawaban.  Terlepas dari
kontroversi dan argumentasi yang dikemukakan, masalah di atas berkaitan
dengan Hukum Tata Negara Indonesia. Karena itu dalam pengunduran dirt
Socharto ada persoalan hukum yang perlu dikaji secara ketatanegaraan,
terutama mengenai pertanggungjawabannya.

II. JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA

Jika melihat sejarah, dahulu kala di Indonesia berdiri banyak negara
dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau kesultanan yang dipimpin oleh
seorang raja atau sultan. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit,
Kerajaan Kutai, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan
Banten, dan sebagainya. Meskipun demikian, para pendiri bangsa Indonesia
tidak mengadopsi bentuk pemerintahan negara seperti itu dalam
memperjuangkan Indonesia merdeka. Hal ini selain dapat dibuktikan dengan
Negara Republik Indonesia yang telah lahir sejak tanggal 17 Agustus 1945,
juga dari gagasan-gagasan yang berkembang dan langkah-langkah para
pejuang membentuk negara Indonesia.

Ketika perjuangan mulai menuju gerakan kemerdekaan Indonesia,
misalnya sejak tahun 1930-an, muncul dialog gagasan "kedaulatan rakyat”,
yang akan dipergunakan scbagai dasar Indonesia merdeka. Ketika itu,
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dan bukan pula kolektivisme ala komunis, melainkan cipt:?an Pangsa
Indonesia sendiri yang berakar pada pergaulan hidup sehari-hari yang
bercorak kolektivisme (sintesa antara individualisme dengan kor.nunismc)
yang menckankan kegotong royongan dan kekeluargaan serta keseimbangan

pribadi dan kebersamaan,

Gagasan itu kembali digulirkan ketika para pendiri bangsa
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam suatu badan yang bernama
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Pada masa sidang pertama tanggal 31 Mei 1945 Soepomo dalam
pidatonya menyatakan:

“Sekarang tuan-tuan akan membangun negara alas dasar aliran mana? Kita hendaknya
mendirikan negara Indonesia sesuai dengan sifat dan corak masyarakal Indonesia
nyata pada masa sckarang dan harus pula sesuai dengan panggilan zaman, Struktur
sosial masyarakal Indonesia asli adalah tidak lain ciptaan kebudayaan Indonesia
sendiri...yang sampai sekarang masih lerlihal adalah dalam susunan desa baik di Jawa

maupun desa di Sumalera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lainnya™ (Yamin,

1951: 110-111).

Kemudian pada masa sidang yang sama, tanggal 1 Juni Soekamo juga
menyatakan bahwa “dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi
rakyat Indonesia akan memiliki suatu negara Indonesia di mana urusan
politik dan ekonomi, sosial budaya ataupun urusan pendidikan dan
kebudayaan tunduk pada kecakrawartian (kedaulatan) rakyat (Hardi, 1996:
156-157). Gagasan tersebut diterima sidang, sehingga segala hal mengenai
kehidupan negara bersumber pada kekuasaan rakyat atau semuanya
dikembalikan kepada rakyat.

Sesuai dengan dasar kekuasaan negara yang telah disepakati, pada
tanggal 10 Juli sidang kedua BPUPKI, para perdiri negara mencari bentuk
pemerinahan yang akan dilaksanakan Indonesia merdeka kelak. Karena
tidak mendapat kesepakatan dalam permusyawaratan, akhimya dilakukan
voting oleh 64 peserta sidang. Dalam voting tersebut diperoleh 50 suara pro
kepada republik, 6 suara pro kerajaan, 2 suara pro lain-lain, dan I suara
blanko (Soekarno-Hatta, 1984: 14). Dengan demikian bangsa Indonesia
telah menentukan bentuk pemerintan republik.

Kata “republik” berasal dari kata “res” yang berarti “kembali” dan
“publica” yang berarti umum, Jadi secara harfiah republik berarti kembali
kepada kekuasaan umum (masyarakat atau rakyat). Pemerintahan republik
berarti pemerintahan yang sumber kekuasaannya adalah rakyat, dilakukan
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oleh rakyat, dan tujuannya untuk rakyat, Demikian pula dalam menentukan

keplf;?( pg:lner:)ntihu egara bersumber pada kehendak rakyat, Rakyatlah yang
berhak Crkuasaan menentukan siapa yang menjadi kepala negara.
Karena itu lahirlah ke

aniriah kepala negara Indonesia yang dinamakan “presiden”,

l?an hasil }‘el'Ja BPUPK], khususnya par?itia perancanngUD, bangsa
Indonesta melalui RUUD yang kemudian ditetapkan menjadi UUD (yang
kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus
1945, .menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk
rchblllk [Pasal 1 Ayat (1)]. Sebagai konsekuensi bentuk negara dan
pemermtaha.n tersebut, melalui UUD 1945 para pendiri negara menetapkan
jabatan gremden dalam supra struktur politik Indonesia,

Jika Penulis melihat ketentuan UUD 1945, tampak jabatan presiden
merupakan jabatan penting dalam penyelenggaraan negara, yang tampak
dari benyaknya ketentuan mengenai presiden dibandingkan dengan jabatan
atau !embaga negara lainnya. Dari tiga puluh tujuh Pasal, empat pasal aturan
peralihan, .dan dua ayat aturan tambahan, terdapat enam belas pasal
mengatur jabatan presiden, satu pasal mengatur Dewan Pertimbangan
Agung (DPA), tiga pasal mengatur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), empat
pasal mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), satu ayat
mengatur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dua pasal mengatur
kekuasaan kehakiman (MA). Inilah yang menyebabkan begitu dominannya
Presiden Rl dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebegitu besar dan
pentingnya jabatan Presiden Indonesia, sehingga ketua panitia kecil
perancang UUD mengatakan “.boeat sehari-hari presidenlah jang
meroepakan penjelmaan kedaoelatan rakjat” (Yamin, 1959: 110).

IT1. FUNGSI PENGANGKATAN PRESIDEN OLEH MPR

Dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan “Presiden dan Wakil
Presiden dipilih oleh Majelis Permusyaratan Rakyat dengan suara yang
terbanyak”, Pasal tersebut tidak diberi penjelasan karena dianggap telah
jelas. Dari rumusan ini penulis menangkap makna lembaga yang berwenang
mengangkat presiden adalah MPR. Mekanisme pengangkatannya melalui
pemilihan oleh anggota majelis, dan dasar putusan pengangkatan presiden
adalah suara terbanyak anggota MPR. Persoalannya mengapa harus MPR
yang memilih presiden?

MPR adalah lembaga tertinggi negara, yang berarti tidak ada
lembaga negara lain yang membawahinya. Ditempatkannya sebagai
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sep MPR adalah

ing beri kon
cqara tertingl, karend UUD 1945 mem _
e ioan rakyat Indonesia (Verretungsorgan des Willens des
enjelmaan rakyat,
na itu kehendak

ielmaan seluruh .
g::cjzrvolkens) (Penjclasan Umum UUD 1945). Sebe.xgal p
maka MPR hakikatnya sama dengan rakyat Indonesia. IFare R
MPR adalah identik dengan kehendak rakyat Indonesia. Kepu_tusan
adalah sama dengan keputusan rakyat. MPR dengan rakyat hakikatnya dua
akyat merupakan dua organ,

tetapi satu, artinya secara bilangan MPR dan raKy
tetapi secara fungsional keduanya adalah satu yaitu pemegang kekua'saan
¢ Staatsgewelt liegt allein bei der

tertinggt (kedaulatan) negara (Die gezam!

Majelis) (Penjelasan Umum UUD 1945). - ' |

Hal di atas merupakan konsekuensi darl paradigma demokrasi
Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UuD 194'5, yang
menyebutkan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dalam penjcl'asan
pasal tersebut aratan Rakyat ialah

dijelaskan “Majelis Permusyaw
penyelenggara negara tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan
rakyat yang memegang kedaulatan negara”. Penjelasan Umum UUD 1945
juga menyatakan «kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis ini yang memegang kekuasaan
negara tertinggi. Dari rumusan tersebut,

“fedaulatan adalah di tangan
rakyat” mengandung arti “rakyat yang memegang kedaulatan negara”.
Dengan kata lain kedaulatan ada di tangan rakyat atau dipegang oleh rakyat,
yang berarti «kedaulatan itu kepunyaan rakyat” (Tbrahim,

1979: 13). Timbul
pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kata “dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan R

akyat” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1
Ayat (2) di atas?

Terhadap pertanyaan di atas, perlu diketahui dahulu apa yang
dimaksud dengan kata “sepenuhnya” dalam rumusan di atas. Sri Soemantri
melihat arti kata “sepenuhnya” dari segi lembaga yang melaksankan
kedaulatan rakyat. Beliau menyatakan “kata sepenuhnya dalam Pasal 1 Ayat
(2) UUD 1945 berarti kedaulatan rakyat tidak dijalankan oleh lembaga
negara yang lain, seperti umpamanya oleh presiden bersama-sama DPR.
Kedaulatan rakyat hanya dilakukan oleh satu lembaga negara, yakni Majelis
izzhn;:]sgaymate}ph Rakyalz” (Soemantri, 1986a: 157). Pakar lain, Jimly

igie melihat arti i segi isi
rakyat Bl menyatakan;ata tersebut dari segi lembaga dan isi kedaulatan

i:(arre sc'pinu]l:nya...ada dua lfemungkinan pengertian yang dapat diambil. Pertama
rujuk kepada pengertian kedaulatan rakyat. Ini berarti kedaulatan yang’
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dimi_lil:; rak)lmll( it scpenubnya gray scluruhnya diserahkan kepada MPR yang akan
menjadi pelaku angy pelaksana dalam mekanisme kencgaraan. Kedua, kata

sepenuhnys menunjuk kepads | : L BY e
berarti MPR merupakan sl:m embaga MPR ity sendiri, sehingga dalam hal ini

o -satunya | .
(Asshiddigie, 1994; 74). Mya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat

Muliammad Ridwan Indra berpendapat “hakijar dilakukan sepenuhnya oleh

MPR berarti wewenang rakyat tadj telah di
| _ percayakan sepenuhnya kepada
penjelmaan rakyat yakni MPR”(Indra, 1988: 120), ?

Dari heberapa Tumusan dan penafs;
kedaulatan dipegang, dimiliki, dj
namun dalam pelaksanaannya (act
satunya lembaga negara MPR.
berwenang mengambil keputusan

kuasai, atau berada di tangan rakyat,
lon) kedaulatan ity dilakukan oleh satu-
Karena itu, MPR adalah lembaga yang
| tertinggi bagi negara. Meskipun demikian
ada kekecualian kedaulatan rakyat yang boleh dilakukan sepenuhnya oleh
rakyat langsung, yakni dalam hal pemilihan umum atau referendum

(Simorangkir, 1985: 4. Comp, Torahim, 1979: 15. Comp. Soemantri, 1986a:
158 dan 161. Comp. Attamimi, 1990- 132).

Sebagai lembaga negara tertinggi dan pelaku sepenuhnya kedaulatan
rakyat, MPR berwenang menentukan atay menetapkan segala hal (apa saja)

bagi bangsa dan negara. Namun ketika MPR telah menetapkan
keputusannya sehagai hentuk kebijakan yang dipilihnya, maka kemudian
1apun terikat dengan menundukan diri kepada keputusan sendiri (Attamimi,
1990: 133), kecuali dinamika masyarakat menghendaki lain (Penjelasan
Pasal 2 UUD 1945). Meskipun UUD (1945) untuk sementara ditetapkan
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI (Pasal IIl AP
UUD 1945)UUD, namun hakikat sehenarnya UUD ditetapkan oleh MPR
(Pasal 3 UUD 1945). Ini herarti UUD merupakan salah satu bentuk
keputusannya, yang kemudian melalui Ketetetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong Kepada Presiden Mengenai Sumher Tertih Hukum Negara
Repuhlik Indonesia dan Tata Urutan Bentuk Peraturan Perundangan Negara
Repuhlik Indonesia ditetapkan sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
Dengan demikian dalam melakukan kedaulatan rakyat MPR harus
menundukan diri kepada UUD 1945, kecuali dinamika masyarakat
menghendaki lain,

UUD 1945 telah menetapkan tiga tugas dan satu wewenang MPR.
Ketiga tugas dimaksud adalah menetapkan UUD, menetal?kan Gans-gari.s
Besar daripada Haluan Negara (Pasal 3), dan memilih Presiden serta Wakil
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itu wewenangnya adalah mengubah
kedua dilakukan MPR lebih dahulu
Karena tugas pertama dan kedua
an umum negara (haluan negara)

Presiden [Pasal 6 ayat (2)]. Sementara
UUD (Pasal 37). Tugas pertama dan
daripada melaksanakan tugas ketiga.
merupakan tugas MPR menentukan kebijak
yang akan datang sedangkan tugas ketiga adalah menangkat pejabat yang
akan melaksankan kebijakan umum negara tersebut. Setelah presiden
diangkat, ia diserahi kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara yang
tertinggi di bawah majelis. Presiden harus menjalankan haluan negara yang
ditetapkan majelis”. Selanjutnya “dalam menjalankan pemerintahan negara,
kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan presiden (concentration of
power and responsibility upon the president)” (Penjelasan Umum UuD
1945).
) Dari uraian di atas jelas bahwa fungsi pengangkatan presiden oleh
MPR adalah pengangkatan pejabat negara yang diserahi putusan-putusan
MPR yang tertuang dalam bentuk UUD dan Ketetapan-ketetapan MPR, agar
dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Putusan-putusan MPR
adalah kebijakan umum rakyat, kebijakan umum negara atau haluan negara
yang diinginkan rakyat, yang berarti presiden adalah pejabat yang diben
kepercayaan rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, setelth MPR menyerahkan kebijakan umum negara, presiden
harus menjalankannya, kemudian kekuasaan dan tanggung jawab
penyelenggaran negara sepenuhnya berada di tangan presiden.

IV. KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN PRESIDEN

Kedudukan dan kekuasaan presiden dipengaruhi oleh sistem
pemerintahan yang dianut suatu negara. Secara teoretis yuridis, sistem
pemerintahan dibedakan atas dua macam, pertama sistem pemerintahan
parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pernerintahan
parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai ciri-ciri:

I. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau atas dasar
kekuatan yang menguasai parlemen,

2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak
seluruhnya, dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen,

3. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet
atau seseorang atau beberapa orang anggota kabinet mendapat mosi tidak percaya
dari parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang anggota darinya
harus mengundurkan diri,
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pelaksanaan kekuasaan real sehari-hari. Bagaimana dengan kedudukan dan

kekuasaan Presiden [ndonesia?

Indonesia tidak menentukan secara eksplisit sistem pemerintahan
yang dianutnya. Walaupun demikian, ketentuan UUD 1945 terutama BAB
I tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Penjelasan Umum
mengenai Sistem Pemerintahan Negara, memperlihatkan pemerintahan
Indonesia mengandung unsur parlementer, meskipun lebih banyak
mengandung unsur presidensial. Dari segi ini, berarti sistem pemerintahan
Indonesia adalah quasi presidensial. Unsur-unsur tersebut tampak pada
ketentuan sebagai berikut. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan
negara menurut undang-undang dasar [Pasal 4 Ayat (1)], yang berarti
presiden sebagal kepala pemerintahan atau eksekutif [Penjelasan Pasal 4
Ayat (1)), tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR (Penjelasan Umum).
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung
jawab kepada presiden (Pasal 17), yang berarti kabinet tidak dibentuk oleh
kekuasan parlemen (DPR} dan tidak bertanggung jaawab kepada DPR.
Presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan
persctujuan DPR [Pasal 5 Ayat (1)], yang berarti presiden juga legislatif.
Presiden juga merupakan kepala negara (Penjelasan Pasal 10 sampai dengan
Pasal 15), yang berarti lambang kesatuan negara, Presiden tidak dapat

membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan presiden.
Dari ketentuan di atas yang menunjukan sistem pemerintahan quast
ebagai kepala

presidensial, tampak bahwa kedudukan Presiden RI selain s
pemerintahan  juga sebagai kepala negara. Ini berarti Presiden RI
menjalankan kekuasaan pemerintahan negara sehari-hari secara nyata, yang
dibantu olch kabinet. Selain itu, ia juga mempunyai kekuasaan
pemerintahan secara nominal atau tidak melaksanakannya secara nyata

schari-hari sebagai kepala negara.
Lcbih dari itu, jika melihat ketentuan UUD 1945, Presiden RI tidak

hanya mempunyai dua kedudukan seperti di atas. Presiden juga mempunyal
kedudukan scbagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, (Pasal 10),
Legislatif yaitu pembuat undang-undang [Pasal 5 ayal (1)], dan sebagai
Mandataris MPR (Penjelasan Umum). Sebagai panglima tertinggi ABRI,
presiden mepunyai kekuasaan tertinggi di bidang pertahanan keamanan,
bahkan presiden berwenang mengambil komando di medan perang. Sebagai
Icgislgti f presiden mempunyai kekuasaan membentuk peraturan formal yang
mengikat umum, yang berarti presiden bukan hanya pelaksana UU
(eksckutif) tetapi juga pembuat undang-undang. Sebagai mandataris MPR
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ngkat dan diberhentikan oleh MPR, presiden adalah
den wajib menjalankan putusan-putusan MPR, ia
kepada majelis, presiden penyelenggara
bawah majelis, presiden memegang

urut UUD. |
bahwa kekuasaan presiden datang dari

MPR, bukan dari DPR, schingga mempertangungjawabkan presiden
menjadi wewenang MPR. Hal ini dipertegas dengan Ketetapan MPR
temtang Tata Tertib MPR, seperti Tap MPR No I/MPR/1998, Pasal 4 yang
menctapkan wewenang MPR antara lain “meminta pertanggungjawaban
presiden atau mandataris MPR mengenai pelaksanaan Garis-garis Besar
daripada Haluan Negara”. Sebagai wewenang, maka kekuasaan itu ada pada
MPR, sedangkan pelaksanaan atau penggunaannya bergantung kepada
MPR. Meskipun demikian, penggunaan wewenang itu bukan diartikan
ssuka-suka” MPR, karena MPR tetap terikat dengan batasan-batasan lain
yang berkenaan dengan pertanggungjawaban presiden, sebagaimana

disebutkan di atas. Misalnya jika memang presiden benar-benar melanggar
haluan negara, maka secara konstitusional MPR terikat untuk menggunakan

oleh MPR, presiden dia
mandataris MPR, presi
tidak neben tetapi unter geordne!
pemerintahan negara tertinggi  di
kekuasaan pemerintahan ncgara men

Dari ketentuan di atas, jelas

wewenang tersebut.

B. Presiden Bertanggungjawab Bukan dalam Kedudukan dan
Kekuasaanya sebagai Kepala Negara

Pertanggungjawaban presiden bukan dalam kedudukannya sebagai
kepala negara, karena secara teoretis kepala negara tidak dapat
dipersalahkan (the king can do no wrong) atau dalam bahasa Konstitusi
Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUD Sementara 1945
“Presiden tidak dapat diganggu gugat”. Hal ini karena sebagai
penyelenggara pemerintahan negara sehari-hari dan yang bertanggung jawab
adalah perdana menteri atau menteri-menteri baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri (dalam parlementer) atau presiden sebagai kepala
pemerintahan (dalam presidensial). '

Menurut UUD 1945 Presiden RI sebagai kepala negara mempunyai
kekuasaan atas ABRI, dengan persetujuan DPR menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan negara
dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul serta menerima duta
dan kon§ul negara lain, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, dan
memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain (Pasal 10 sampai
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dengan Pasal 15 UUD 1945). Khygue mengenai kckuasaan presiden atas

ABRL. UUD 1945 memasukannya scbagai bagian dari kedudukannya
scbagal kepala NCgara, namun ada pendapat lain menyatakan itu dalam
kf:dudukannya S"basal Panglima Tertinggi ABRI. Pendapat lain ini
didasarkan pada teori catur praja dari Van Vollenhoven yang memisahkan
kekuasaan "politie” (pertahanan dan keamanan) sebagai kekuasaan negara
tersendirl. Terhadap hal ini secara teoretis penulis menerima pendapat
terseb.ut, namun secara yuridis penulis mengikuti ketentuan UUD 1945.
Mesklpun mempunyai bermacam-macam kekuasaan tersebut, Presiden Rl
sebagal kepala negara tidak dapat dipersalahkan. Jika terdapat kesalahan
atas kebijakan mengenai hal-hal tersebut, maka pertanggungjawabannya ada
pada kepala pemerintahan (yang kebetulan dalam hal ini Presiden RI juga)
dan/atau menteri-menteri baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Memang hal di atas sangat sulit dipahami, karena harus bisa melihat
kapasitas l.’residen RI dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Secara prinsip dan teoretis, kapasitas tersebut mudah dimengerti
berbedaannya, namun secara praktis tampak tidak ada perbedaannya. Hal ini
karena kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada satu orang
(pejabat), schingga ketika sebagai kepala pemerintahan harus
bertanggungjawab, maka pada diri Presiden RI sebagai kepala negara
terkena dampaknya. Misalnya Ketika pertanggungjawabannya sebagai
kepala pemerintahan di tolak MPR, kemudian Presiden RI diberhentikan
dari jabatannya, maka pada dirinya sebagai kepala negara juga ikut berhenti.
Dan sini seakan-akan tidak ada perbedaan pertanggungjawaban antara
presiden sebsgai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun inilah
konsekuensi dari dianutnya sistem pemerintahan quasi presidensial.

Sebagal kepala pemerintahan negara, jelas presiden harus
bertanggungjawab atas pelaksanaan kekuasaannya sehari-hari. Jika
mengambil teori catur praja dari Van Vollenhoven, maka kekuasaan di
bidang regeling atau legislative (pengaturan yakni membuat berbagai
macam peraturan perundang-undangan atau wettelijkeregels dan peraturan
kebijakan atau beleidregerls), kekuasaan bestuur atau executive
(administrasi atau eksekutif atau ketataprajaan), dan politie (pertahanan dan
keamanan) harus dipertanggungjawabkan oleh presiden, sedangkan
kekvasaan rechtspraak atau judicial (kehakiman) tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh presiden karena kekuasaan itu merkeda atau
bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah (penjelasan Pasal 24 dan
25 UUD 1945).

117




ERAHUKUM NO. 2/TH. 5/ OKTOBER 1998

Scbagai mandataris MPR, presiden wajib menjalankan putusan-
putusan MPR dan mempertanggungjawabkannya. Persoalannya putusan-
putusan  MPR  yang mana yang wajib  dijalankan  dan
dipertanggungjawabkan? Kemudian apa yang dimaksud mandataris?
Menurut Muh. Yamin “putusan MPR adalah segala macam hasil
permusyawaratan MPR (Yamin, 1951: 54). Namun menurut Pasa] 98 Tap
MPR No. I/MPR/1983 vyang terakhir diubah oleh Tap MPR No.
I'MPR/1998 putusan MPR dapat berupa UUD, Ketetapan MPR dan
Keputusan MPR. Karena Keputusan MPR adalah putusan yang hanya
berlaku ke dalam (MPR), maka dapat penulis simpulkan putusan MPR yang
dimaksud adalah UUD dan Ketetapan MPR. Kedua putusan tersebut
merupakan haluan negara yang ditetapkan MPR.

Menurut Tap MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian
Mandataris MPRS, “mandataris adalah yang berkewajiban menjalankan
putusan-putusan MPRS untuk dilaksanakan dan mempertanggungjawabkan
mengenai pelaksanaan putusan-putusan MPRS”. Dalam Tap MPRS tersebut
yang menjalankan dan mempertanggungjawabkan putusan MPRS adalah
presiden. Dari sini berarti putusan-putusan MPR adalah mandat dari MPR
kepada Presiden. “Mandat” dapat diartikan “perintah atau arahan yang
diberikan, sedangkan “mandataris adalah “yang menerima mandat” (Indra,
1988: 625). Dengan demikian presiden sebagai mandataris MPR
mengandung arti presiden sebagai yang diberi atau menerima perintah
dalam bentuk putusan MPR untuk dilaksanakan dan dipertanggung-
Jawabkan,

Untuk memperjelas bagaimana hubungan permandatan antara
presiden dengan MPR, penulis mengambil analogi teori mandat yang
dikemukakan oleh JJ. Rousseau yang diperkuat oleh Petion. Teori tersebut
dalam perkembangan melahirkan teori mandat imperatif, teori mandat
bebas, dan teori mandat representative. Menurut teori mandat inperatif, “si
wakil bertugas dan bertindak berdasarkan instruksi yang diberikan oleh yang
diwakili”. Menurut teori mandat bebas “si wakil dapat bertugas dan
bertindak tanpa bergantung pada instruksi dari yang diwakilinya, karena si
wakil adalah orang yang terpilih dan terpercaya”. Menurut teori mandat
representative “si wakil bergabung dalam lembaga yang diberi mandat oleh
rakyat, sehingga hubungan si wakil dengan rakyat tidak ada, yang ada
adalah hubungan lembaga dengan rakyat”, Dengan mengambil analogi teori
tersebut dan melihat beberapa ketentuan UUD 1945 di atas, tampak bahwa
hubungan permandatan antara MPR dengan Presiden RI sesuai dengan teori
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Dalam rumnsan UUD 1945, sidang istim’ewa
k meminta pertanggungjawaban presiden

karena sungguh-sungguli melanggar haluan negara. .Namun menurut .Ta'p
MPR No. I/MPR/1973 tentang Tata T erib MPR “Slt!ang Umum Majclis
adalah sidang yang diadakan pada pcnmllz.mn masa jabatan k(?anggotaat?
Majelis. Sidang Istimewa Majelis adalah §1dang-51fiang yang diadakan di
luar sidang umum itu” (Pasal 61). .Im bcrartlt, Tap MPR tersejbut
memungkinkan sidang istimewa terjadi kapan saja selama dalam (lima

tahun) masa jabatan majclis dan lebih dari satu kali.
Menurnt penulis rumusan Tap MPR tersebut kurang tepat. Karena

yang namanya istimewa adalah sesuatu yang khusus, khas, tertentu, atau
luar biasa, dan secara kuantitas jumlahnya sedikit. Namun rumusan Tap
MPR terscbut, mengandung arti sidang istimewa tidak menggambarkan
sidang khas, khusus, tertentu, atau luar biasa, dan secara kuantitas sidang itu
relatif Jebih banyak (jika scring ada persidangan) dibandingkan sidang
umum. Karena itu menurut penulis, pengertian sidang istimewa perlu
dikembalikan kepada petunjuk UUD 1945 di atas, sedangkan sidang-sidang
lain dinamakan sidang umum, sehingga Sidang Istimewa MPR Nopember

persidangan istimewa’.
tersebut hanya dilakukan untu

. 1998 sebaiknya merupakan Sidang Umum MPR.

Terlepas dari tepat tidaknya rumusan pengertian kedua sidang MPR
di atas, Pasal 5 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan
Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar
Lembaga-lembaga Tinggi Negara menyatakan *..Pada akhir masa
jabatannya (presiden) memberi pertanggungan jawab atas pelaksanaan
haluan negara yang ditetapkan dalam undang-undang dasar atau oleh
majelis”. Dalam praktik ketatanegaraan (konvensi), pertanggungjawaban
presiden pada akhir masa jabatannya dilakukan di hadapan Sidang Umum
MPR (MPR baru hasil pemilihan umum). Praktik pertanggungjaawaban
presiden demikian, menurut penulis sangat ironis, karena presiden diberi
mandat oleh MPR yang megangkatnya dan harus bertanggungjawab kepada
MPR yang berbeda. Bagaimana mungkin MPR baru dapat menilai
pertanggungjawaban mandataris MPR sebelumnya (presiden), karena MPR
baru tidak memberi mandat kepada presiden tersebut. Karena itu sebaiknya
pertanggungjawaban ini dilakukan presiden terhadap MPR yang
mengangkat dan memberi mandatnya, _

Sclain itu dalam pasal yang sama “Presiden wajib memberi
pertanggungan jawab di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus
diadakan untuk meminta pertanggungan jawab presiden dalam pelaksanaan
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TERHADAp PERTANGGUNGIAWABAN PRESIDEN

h-“lf‘:';'_l_ "B!i‘;'::l y ‘:fﬁ _;:'tcml’kﬂll dalam undang-undang dasar atau olch
maean. 5 PHIX pertanggungiayyhy, melalui sidang istimewa ini

ah  dilakukan  g)e] >
pernah - dil oleh MPRS paq . .
pertaggungjawaban Presiden Socka o, Sign 1967 ketika meminta

yakmi adinya pelanggaran hajyay n
sidang istimewa oleh DPR, dan Dp
(perfama sclama 3 bulan, kedya ¢
presiden tidak mcngindahkannya.

maka sidang istimewa untuk ity tid,

Ji. Sanksi atas Pertanggungjawaban Presiden

Menurut Harun Al-Rasjid pengertian pertanggungjawaban dibedakan

atas dua macam. Pertama, pertanggungjawaban dalam arti luas yaitu
pcrtanggun.gjawaba.n yang disertai sanksi, Kedua, pertanggungjawaban
dalam arti - sempit  yaity pertanggungjawaban tanpa disertai sanksi
(Soemantri, 1986: 12]-122), Persoalannya adalah apakah pertanggung-
jawaban Presiden RI adalah dalam arti luas atay dalam arti sempit?

Mengenai hal di atas, UUD [945 tidak memberi jawaban secara
cksplisit. Jawaban itu dapat dilihat pada Tap MPR No. /MPR/1988 Pasal 4
huruf d dan ¢ yang menyatakan MPR mempunyai wewenang “d. Meminta
pertanggungjawaban dari presiden atau mandataris mengenai pelaksanaan
Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, dan e. mencabut mandat dan
memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/
mandataris sungguh-sungguh melangar Garis-garis Besar daripada Haluan
Negara atau undang-undang dasar”, Dari sini jelas bahwa pertanggung-
jawaban presiden karena melanggar haluan negara yang dilakukan melalui
SI MPR dapat diberi sanksi berupa pencabutan mandat atau pemberhentian
sebagai presiden dalam masa jabatnnya,

Persoalannya dalam arti apa pertanggungjawabar presiden pada .

akhir masa jabatannya? Tethadap hal ini, secara normatif maupun empiris
tidak ada yang dapat dipakai sebagi rujukan jawaban. Apabila ketentuan
pencabutan mandat dan pemberhentian sebagai presiden seperti di atas
dipakai sebagai jawaban, ini tidak ada artinya, karena meskipun
pertanggungjawaban itu ditolak, ia sudah berakhir masa jabatannya atau
berhenti dengan sendirinya. Terhadap persolan ini sebaiknya segera dibuat

Ketetapan MPR tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, -
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yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan sanksi, terutama atas
pertanggungjawaban presiden pada akhir masa jabatan,

V1. PENGUNDURAN DIRI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
(MANTAN) PRESIDEN SOEHARTO

Persoalan besar hukum tata negara yang akhir-akhir ini mengemuka
adalah pengunduran diri (mantan) Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998
dan pertanggungjawabannya. Persoalan ini merebak karena proses
pengunduran ini hanya dilakukan di Istana Negara dan MPR tidak bersikap
apa-apa (mempermasalahkan) terhadap pengunduran diri tersebut. Pendapat
pro dan kontra saling bermunculan dengan argumentasi masing-masing,
Persoalan ini masih mengambang, karena tidak adanya ketentuan hukum
operasional yang jelas mengenai hal tersebut, ditambah dengan kekuasaan
politik yang masih berpihak kepada (mantan) Presiden Soeharto.

A. Presiden Mundur

Secara normatif konstitusional pengunduran diri presiden telah
diatur dalam Pasal 8 UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973
tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan. Pasal 8
menyatakan “Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden
sampai habis waktunya”. Pasal ini tidak diberi penjelasan, karena
dinyatakan telah jelas, Oleh Tap MPR tersebut, keadaan presiden menurut
Pasal 8 diartikan berhalangan tetap. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) Tap tersebut
menyebutkan “Dalam hal presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh
wakil presiden sampai habis masa jabatannya”. Dari ketentuan ini, secara
prinsip konstitusional pengunduran diri presiden diperkenankan, dan untuk
melanjutkan kepemimpinannya wakil presiden secara otomatis menjadi
presiden. Persoalannya, apakah pengunduran diri seperti yang dilakukan
(mantan) Presiden Soeharto secara sepihak tidak di hadapan MPR
diperkenankan secara hukum?

Persoalan di atas tidak diatur dalam UUD dan Ketetapan MPR,
karena hal itu menyangkut soal teknis. Namun jika penulis mengkaji kata
“berhenti” dalam UUD 1945 dan Tap MPR di atas, dapat ditafsirkan
“berhenti atas kemauan sendiri atau berhenti karena diberhentikan oleh
MPR”. Termonologi “mundur” yang pakai (mantan) Presiden Soeharto
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